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ABSTRACT

The main problem of shallow water fisheries is overfishing. To improve fishing capacity of overfished fisheries is potentially by
implementing sea ranching. Sea ranching isa process of releasing juvenile to certain enclose marine water under process of put-grow-
take system. Two crucial aspects for implementing sea-ranching system are space management and access control of fishermen to
fisheries resources. Implementation of this concept needsstrong legitimated institution. This paper is aimed to analysis legitimation
issues of sea ranching institution at Semak Daun shallow water in Seribu Island-Jakarta base on legitimacy theory both of legal-
substantial and sociopolitic-cognitive perspective.Legitimacy is heavily perception matter, which is assumed that institution body is
allowed to take expected, proper and right actions. The legitimated sea ranching institutionrequires a powerful authority to develop
regulations and to take enforcement actions. For doing so, itmust meet political, regulative, scientific and morality reasons. For
complementary that institution also needs to be supported by institutional pillars including regulative, normative and cognitive
perspectives. Results of this analysis will be one of references to develop implementing institution of sea ranching at study site.

Keywords: institutional legitimacy, overfishing, sea-ranching, shallow water
ABSTRAK

Problem utama perikanan perairan dangkal adalah tangkap lebih.Untuk meningkatkan produktivtas perikanan yang tangkap lebih dapat
dilakukan dengan menerapkan sea ranching. Sea ranching adalah pelepasan juvenil yang dibudidayakan ke lingkungan laut tertutup
dalam sistem lepas-tumbuh-panen. Dua aspek krusial penerapansea-ranching adalah tata ruang dan pengendalian akses nelayan
pada sumberdaya. Implementasi sea ranchingmemerlukan kelembagaan yang mempunyai legitimasi kuat. Artikel ini bertujuan
untuk menganalisis isu-isu legitimasi kelembagaan sea ranching pada perairan dangkal Semak Daun di Kepulaun Seribu-Jakarta
dalam pandangan teoritis baik dalam perspektif legal-substansial dan sosial politik-koginitif. Legitimasi lebih merupakan persoalan
persepsi, yang diasumsikan bahwa lembaga diijinkan untuk melakukan suatu tindakan yang yang diharapkan, tepat dan benar.
Lembaga pengelola sea ranching yang legitimatif membutuhkan kewenangan yang kuat untuk menyusun peraturan dan melakukan
tindakan penegakannya. Untuk itu, kelembagaan sea ranching harus memenuhi alasan politis, regulatif, ilmiah, dan moralitas. Untuk
melengkapinya, kelembagaan tersebut juga membutuhkan dukungan pilar-pilar kelembagaan yang mencakup perspektif regulatif,
normatif dan kognitif.Hasil analisis ini dapat menjadi salah satu rujukan untuk membangun kelembagaan implementasi sea ranching
di lokasi studi.

Kata kunci: legitimasi kelembagaan, perairan dangkal, sea-ranching, tangkap lebih

PENDAHULUAN

Perikanan pesisir pada zona neritik sering mengalami eksplotasi
yang berlebihan, karena rejim pemanfaatan akses terbuka.
Eksploitasi yang berlebihan akan mendorong terjadinya tangkap
lebih (overfishing), baik tangkap lebih pertumbuhan, rekrutmen
atau biologis (Kurnia, 2012; Grandcourter al., 2005). Tangkap
lebih menjadi fenomena global dan bergerak sepanjang waktu
(Srinivasan et al., 2012), bersama polusi dan faktor antropogenik
menjadi faktor penurunan produksi perikanan laut (Habib et
al., 2014), dan diperparah oleh perubahan iklim ( Sumailaet al.,
2011). Tangkap lebih biologis yang dicirikan adanya tangkap
lebih rekrutmen dan tangkap lebih pertumbuhan, mengharuskan
nelayan menangkap lebih jauh yang diikuti peningkatan
biaya operasi, dan mengindikasikan tangkap lebih ekonomis
(economic overfishing) (Fauzi, 2004), dimana faktor harga juga

mempengaruhinya (Tsikliras dan Polymeros, 2014). Kurangnya
inisiatif masyarakat pada perikanan yang tangkap lebih
dipengaruhi oleh homogenitas individu kunciyang menyebabkan
mereka kurang menyadari perubahan lingkugan dan hubungan
structural diantara mereka sehingga menjadikan satu menjadi
sangat berpengaruh (Bodin dan Crona, 2008).Isu tangkap lebih
secara global dapat mengancam ketahanan pangan dari ikan
(Garcia dan Rosenberg, 2010; Srinivasan et al.,2010). Salah
satu pemencahannya adalah dengan meningkatkan produktivitas
perairan (Lorenzen, 2008), melalui sea ranching.

Sea ranching adalah pelepasan juvenil ke lingkungan laut
tidak tertutup (unenclosed) dalam proses kegiatan lepas (put),
tumbuh (grow) dan ambil (take) (Bellet al., 2008). Proses lepas-
tumbuh-tangkap, didasarkan pada daya dukung habitat tanpa
pakan sehingga pemanfaatan eksosistem berkelanjutan. Pola
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Gambar 1. Lokasi Pengembangan Sea-Ranching Sesuai
dengan Wilayah Sea-Farming di Kel. P Panggang-KAKS,
DKI Jakarta

ini membutuhkan wilayah yang secara ekologis relatif tertutup
(semi-enclosed) dan terlindungi(demarcated)(Taryono et al.,
2016); agar proses pelepasan (put), pertumbuhan (grow) dan
penangkapan (take) bisa dilakukan secara terencana. Sehingga
peningkatan produktivitas perikanan dapat tercapai dan terukur
baik. Untuk itu, sea ranching membutuhkan pengaturan
kelembagan/legislasi untuk menjamin sistem hak kepemilikan
(property right system) yang sesuai (Mills ez al., 2011; Alban dan
Boncouer, 2008). Ketidakpastian dalam hak kepemilikan akan
menyebabkan berkurangnya investasi ekonomis (Nizalov et.al.,
2016), termasuk kegiatan sea ranching.

Studi sebelumnya, di wilayah perairan Semak Daun Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu (KAKS), berpotensi untuk
dikembangkan sea ranching (Kurnia, 2012). Berdasarkan rejim
common pool resource (CPR)pada perairan tersebut sekarang
ini, sulit memenuhi prasyarat wilayah sea ranching yang harus
demarcated; disampinginsentif pengelolaan wilayah akan
cenderung hilang dan regulated fishing tidak bisa diterapkan
(Kapolwits,2005). Karenanya diperlukan kelembagaan dengan
legitimasi yang kuat (diharapkan dan dianggap benar atau tepat)
(Suchmann, 1995), sehingga mempunyai otorisasi mengatur yang
kuat dalam mengawal perubahan rejim sumberdaya tersebut.
Perubahan ini akhimya akan bermuara pada tata laksana
(governance) yang baik (Visser, 2004).

Analisis legitimasi telah dilakukan pada spektrum yang sangat luas
baik dalam level analisis (negara sampai bisnis/korporasi), proses,
karakteristik dan bidang keilmuan diantaranya oleh Wodschow et
al. (2016), Jeftry et al., (2015), Bouma et al. (2014), Stenholm
danHytii (2014), Bernauer danGampfer (2013), Chaney dan
Marshal (2013), Valkeapaa danKarppinen (2013); termasuk pada
bidang perikanan diantaranya oleh Pares et.al., (2015), Karper
dan Lopes (2014), Bouma dan Ansink (2013), MacKenzie
dan Cox (2013), Jentoft (2006), Jentoft (2000). Kelembagaan
perikanan yang legitimatif bukan saja persoalan legalitas,
tetapi terkait perspektif masyarakat yang terlibat, diantaranya
menyatukan modal sosial dan menilai kembali pengetahuan lokal
pada pengelolaan sumberdaya perikanan (Herrera-Racionero et
al., 2015).Paper ini akan merumuskan perspektif dan komponen
apa saja yang mempengaruhi dan diperlukan untuk membangun
legitimasi kelembagaan sea ranching di Kepulauan Seribu,
sebagai bagian dari analisis pengelolaan sumberdaya pesisir
dan pulau-pulau kecil.Secara epistemologis, penelitian untuk
mendapatkan rumusan pengelolaan sumberdaya pesisir dan
pulau-pulau kecl yang legitimatif. Analisis juga diperlukan, untuk

melihat konkruensi komponen legitimasi kelembagaan tersebut
dengan pilar kelembagaan yang fundamental, agar mampu saling
mendukung dan mendorong kelembagaan sea ranching menjadi
legitimatif baik ex-ante maupun ex- post.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada teori dasar tentang kelembagaan
pengelolaan sumberdaya dalam perspektif theory of the
common. Dalam perspektif sosiologis, berada dalam ranah
teori pertukaran sosial (social exchange)yang bersifat mikro,
dimana legitimasi menjadi bagiannya (Hammond, 2010).

‘Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Agustus 2014. Lokasi
penelitian ini adalah P Semak Daun yang secara administratif
termasuk Kel. Pulau Panggang, Kec. Kepulauan Seribu Utara
—Kab. Administrasi Kepulau Seribu (KAKS) (Gambar 1).

Pengumpulan Data dan Pengambilan Contoh

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.
Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara
terstruktur dan diksusi mendalam. Teknik pengambilan
contoh untuk responden wawancara terstruktur adalah teknik
bola salju (snowball sampling), karena tidak adanya daftar
populasi.Wawancara terstruktur dengan masyarakat nelayan
dan pembudidaya di Kelurahan P Panggang-KAKS dan
diskusi kelompok anggota kelompok budidaya laut yang
berada di wilayah perairan P. Semak Daun-P Panggang.
Diskusi dan wawacnara mendalam dilakukan dengan tokoh
nelayan dan pembudidaya ikan di P. Panggang-KAKS. Data
sekunder didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya di
lokasi tersebut seperti Rudiyanto (2011), Kurnia (2012), dan
Mansyur (2013). Oleh karenanya, asumsi kondisi bio-fisik dan
kimia lingkungan perairan sama. Sebagai referensi, analisis ini
juga didasarkan pada simulasi pelepasan stok untuk pola sea
ranching telah dilakukan oleh Kurnia (2012).

Analisis Data

Data primer dianalisis secara deskriptif dengan tabulasi.
Analisis konten dilakukan dengan analisis legitimasi
kelembagaan didasarkan perspektif legitimasi kelembagaan
legal dan substansial (Jentoft, 2000) atau sosial politik dan
kognitif (Rao, 1994), yang meliputi komponen politik,
saintifik, regulatif dan moral (Pinkerton dan John, 2008).
Analisis pilar kelembagaan kelembagaan didasarkan pada
konsep peraturan (7ules), norma maupun pengetahuan atau
pilar regulatif, normatif dan kognitif (Jentoft, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Lingkungan dan Pemanfaatan Perairan P. Semak
Daun

P Semak Daun sebagai bagian dari Kelurahan P. Panggang,
memiliki luas daratan 0,50 ha yang dikelilingi karang dalam
seluas 315 ha. Dalam kawasan karang dalam (gosong) ini
sedikitnya terdapat 5 buah goba yang mencapai 33.3 ha, dan
terletak di sebelah timur P. Semak Daun. Antar goba terhubung
dengan selat kecil (galer) sehingga memungkinkan pelayaran
antar goba (Kurnia, 2012).

Bagian paling dominan dari karang P. Semak Daun adalah
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Tabel 1.Pemanfaatan Wilayah Darat dan Perairan Gosong Semak Daun

Jenis Pemanfaatan Pemanfaat

Keterangan

Penangkapan Nelayan P Seribu (Kel. P

Panggang, Kel.P Kelapa, Kel. P

Harapan)

Budidaya Kerapu Karamba

dengan Jaring Apung Pramuka

Pengambilan Batu Karang
Pramuka

Penginapan (Homestay) Orang luar P. Seribu

Resort Orang luar P Seribu
Stasiun Penelitian PKSPL-IPB

Taman Nasional Laut
Kepulauan Seribu

Zona pemukiman

Masyarakat P Panggang dan P

Masyarakat P Panggang dan P

Lokasi Penangkapan terutama pada saat musim barat
dimana nelayan tidak bisa menangkap di wilayah yang jauh.
Komoditas utama ikan karang, ikan hias.

Sejalan dengan program sea farming telah dikembangkan
marikultur dengan komoditas utama ikan kerapu.

Untuk melokalisir pengambilan karang untuk pembangunan
rumah bagi masyarakat lokal, sebagian wilayah gosong telah
disepakati menjadi lokasi pengambilan batu karang.

Sejalan dengan peningkatan kegiatan wisata, telah didirikan
penginapan (homestay) bagi wisatawan yang akan ramai pada
hari Sabtu-Minggu dan hari libur.

Resort didirikan di P Semak Daun yang juga memanfaatkan
amenities perairan dangkal di gosong Semak Daun.

Untuk kegiatan penelitian sea-farming, telah didirikan balai
sea farming dan karamba penelitian di lokasi perairan gosong.

Dalam Zonasi Taman Nasional Laut Kep. Seribu, wilayah
Semak Daun termasuk dalam kategori zona pemukiman.

karang datar (reef flat)dan karang lumpur (mud flat), dengan
kedalaman perairan 0,5 — 3,0 m pada saat pasang dan
beberapa karang datartidak berair saat surut. Substrat karang
datarberupa pasir berkarang, baik karang hidup maupun
karang mati bercampur dengan pecahan karang dan cangkang
moluska yang sudah kosong. Bagian karang dataryang
tidak berarus pada bagian dasarnya bersubstrat pasir yang
mengandung lumpur sehingga disebut karang lumpur (Kurnia,
2012; Mansyur, 2013). Pemanfaatan wilayah perairan dangkal
Semak Daun sekarang ini dapat dilihat dalam Tabel 1.

Kerapu macan menjadi salah satu spesies hasil tangkapan
di perairan gosong Semak Daun, khususnya di gosong
Karang Lebar.Alat tangkap utama adalah bubu dan pancing
(Kurnia, 2012). Menurut nelayan, terjadi penurunan hasil
tangkapan sejak tahun 1990an - 2010an. Dalam 20 tahun
terjadi penurunan hasil tangkapan nelayan dari rata-rata 10
ekor kerapu macan dengan ukuran 0.5-1.5 kg/ekor (1990-an),
menjadi 4 ekor dengan bobot 0.1-0.7 kg/ekor. Tangkapan
per upaya penangkapan (CPUE=Catch Per Unit Effort) bubu
mengalami penurunan dari sebelum dan sesudah tahun 2000
(Kurnia, 2012).

Berdasar metode participatory stock assessment atau Parfish,
Kurnia (2012) mendapatkan resources state ikan kerapu di
Semak Daun adalah 0-0.325 (kurang dari 0,5) yang menunjukan
stok dibawah biomasa optimum (B_) sehingga mengindikasikan
mengalami lebih tangkap (overfishing). Penelitian Maret-Agustus
2010 (Kurnia, 2012), ikan kerapu macan 82% tertangkap pada
ukuran kurang dari 1,5 kg (panjang total 46,6 cm), yang lebih
kecil dari ukuran mulai matang gonad. Slamet et al., (2001) dalam
Kurnia (2012) menyatakan ikan kerapu betina mulai matang gonad
berukuran 3 kg atau panjang total 51 cm dan jantan bobot 7.0 kg
atau panjang total 60 cm. Hal ini menunjukan bahwa ikan kerapu
macan tertangkap sebelum mencapai ukuran matang gonad,
sehingga tidak berhasil menambah rekrutmen bagi stok baru dan
menggambarkan kejadian lebih tangkap rekrutmen (recruitment
overfishing). Atas dasar ini, peningkatan produktivitas dilakukan
dengan peningkatkan stok agar meningkatkan jumlah rekrutmen,
untuk kemudian dilakukan penangkapan kembali yang diatur
(regulated fishing). Sehingga dilakukan sea ranching dengan
pendekatan lepas-tumbuh-tangkap, dengan memperhatikan daya
dukung lingkungan perairannya.

Legitimasi Kelembagaan Sea Ranching

Dalam tataran normatif, analisis legitimasi bisa mencakup
input, teknis (hubungan antar kekuatan, transparansi dan
inklusivitas) serta output (Raitio dan Harkki, 2014). Legitimasi
kelembagaan merupakan insentif normatif (Wang dan Yang,
2013), bagi masyarakat untuk membangun kepercayaan dan
perubahan kelembagaan.Legitimasi kelembagaan merupakan
unsur elementer dalam pengelolaan sea ranching.Bila sea
ranching mempunyai kelembagaan legitimatif yang kuat,
anggota atau para pihak lain menganggap bahwa tindakan
pengelolaan sea ranching merupakan tindakan yang
diharapkan, dan dianggap benar atau tepat seuai dengan nilai-
nilai dan norma yang bisa diterima oleh para pihak. Sehingga
pengelola sea ranching mempunyai otoritas untuk mengatur
dan mempertahankan bagaimana aliran sumberdaya (resource
flow) dari perairan kepada para pihak melalui lembaga
atau wadah pengelola sea ranching. Rasa percaya (trust)
dan legitimasi menjadi komponen penting bagi tata kelola
(governance) sumberdaya milik bersama (common pool
resources) (Rova, 2004; Bouma dan Ansink, 2013).

Keabsahan (legitimasi) kelembagaan pengelola perikanan
termasuk sea ranching, perlu memperhatikan isu dikotomis
legal-moral, premis-hasil, dan legitimasi-partisipasi (Jentoft,
2000).Untuk mendapatkan legitimasi kelembagaan, sea
ranching harus mendapatkan legitimasi legal dari lembaga/
pemerintahan yang otoratif misalnya melalui keputusan
Bupati KAKS tentang peruntukan wilayah ini. Legitimasi
moral akan diperoleh bila perubahan rejim (sumberdaya,
pengelolaan dan hak) juga disetujui oleh para pihak yang
sekarang memanfaatkan wilayah perairan dangkal Semak
Daun (Tabel 1), serta kelembgaan yang legitimatif akan
mendorong identitas baru (Stenholm dan Hytii, 2015) yang
ditentukan oleh penerimaan/tantangan dari kelembagaan yang
ada dan norma yang dipakai.

Kelembagaan sea ranching yang legitimatif harus memenuhi
standar rasionalitas, yaitu alasan yang masuk akal (reason) dan
keadilan, bukan hanya meletakan pada konsep Weber yang
merujuk aturan, prosedur dan karisma (Jentoft, 2000). Standar
rasionalitas ini didasarkan secara objektif pada pengetahuan
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fungsional dan keahlian. Untuk itu, anggota pengelolaan sea
ranching harus sepakat apa yang dianggap rasional, beralasan
dan keadilan; kemudian mengimplementasikan dalam
kelembagaan sea ranching dan mereka juga harus sepakat
apakah rencana kelembagaan dianggap memenuhi kebutuhan
pengelolaan sea ranching atau tidak. Analisis biologis oleh
Kurnia (2012) bisa menjadi salah satu masukan obyektif
untuk mendukung rasionalitas kelembagaan sea ranching di
P Semak Daun. Untuk mendapatkan legitimasi yang kuat sea
ranching harus menjadi pemikiran (premis) yang disepakati
bukan hanya hasil (outcome). Sebagai harapan yang mendorong
setiap anggota untuk sepakat baik secara normatif (normative
agreement) maupun normatif ideal (ideal normative agreement).
Karenanya diperlukan komunikasi yang baik untuk membangun
kepatuhan baik kepatuhan instrumentalistik (peraturan, sanksi)
maupun moralitas (nilai, norma).

Pengelolaan sea ranching harus merepresentasikan partisipasi
yang terefleksikan dalam berbagai macam bentuk, dan
menentukan kualitas representasi dan legitimasi kelembagaan.
Legitimasi diperoleh baik dari legitimasi internal dan legitimasi
eksternal(Caspersen, 2015), yang berpotensi konflik bila
persoalan representasi dan partisipasi tidak diformulasikan dengan
benar. Menurut Wilson dan McCay dalam Jentoft (2000) proses
partisipasi perlu dilihat sebagai partisipasi yang syah (legitimate
participation) dan legitimasi yang partisipatif (participatory
legitimacy). Sehingga dalam proses-proses pengambilan
keputusan sea ranching, perlu secara cermat menentukan siapa
peserta (participants) yang secara sah diperbolehkan terlibat.
Penataan kelembagaan membutuhkan empat komponen yaitu
komitmen pemangku kepentingan kunci, pemangku kepentingan
yang relevan, kepemimpinan yang tegas,dan keterlibatan secara
sukarela (Franzen et al., 2015).

Legitimasi sea ranching bisa dilihat dalam kontek input dan
output (Wang dan Ching, 2013). Legitimasi input terkait
proses menuju pengambilan keputusan (bersifat ex ante)
biasanya terkait hak politis (Wang dan Ching, 2013) dan
legitimasi output yang menunjukan apakah tujuannya tercapai
atau tidak (bersifat ex post).

Komponen Legitimasi

Komponen legitimasi kelembagaan pengelolaan sea ranching
di P Seribu mempunyai dimensi yang beragam.Komponen
tersebut meliputi aspek politis, ilmiah/saintifik, regulatif dan
moralitas.Analisis komponen diuraikan sebagai berikut.

Politis

Pengelolaan sumberdaya perikanan, tidak hanya menyangkut
aspek saintifik dan teknik; tetapi juga politik (Jentoft, 2006).
Perspektif sosial politik dari legitimasi kelembagaan (Rao,
1994), menurut Boxenbaum (2008) berisi rekomendasi dari
otoritas legal, pemerintah dan lembaga berpengaruh lainnya.
Sehingga merupakan hasil dari proses politik. Oleh karenanya,
legitimasi juga mempunyai komponen politik (Pinkerton dan
John, 2008). Faktor politik dan kultural merupakan salah satu
faktor yang menghambat aksi bersama (collective action) dalam
pengelolaan sumberdaya (Pinho et a/., 2012) dan mempengaruhi
legitimasi kelembagaan (Hoffman, 2009), termasuk dalam
pengelolaan sea ranching. Legitimasi politik ini merupakan
bentuk struktural dari legitimasi sosial (Collombato, 2012) yang
bersfiat komplementer dengan legitimasi prosedural.

Lokasi sea ranching di P Semak Daun, Kepulauan Seribu,
merupakan daerah yang diklaim oleh dua lembaga otoratif

secara politis yaitu Kab. Administrasi Kepulauan Seribu
(KAKS) sebagai bagian dari Pemerintah DKI Jakarta dan
Balai Taman Nasional Kepulau Seribu (TNKS). Sesuai
Keputusan Dirjen PHKA-DepHut No.SK.05/IV-KK/2004
tanggal 27 Januari 2004, P Semak Daun merupakan bagian
dari zona pemukiman TNKS; dan sesuai Peraturan Pemerintah
No. 5/2001 tanggal 3 Juli 2001, wilayah P Semak Daun yang
termasuk wilayah Kelurahan P Panggang merupakan bagian
dari wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, KAKS.

Oleh karena itu sea-ranching harus mendapat dukungan politik
dari otoritas legal lokal tersebut. Persoalan pentingnya adalah
dari otoritas mana, mengingat bahwa kedua otoritas legal
tersebut mempunyai klaim atas hak pengelolaan di wilayah
tersebut. Walaupun persoalan hak ini mulai menurun, tetapi
secara elementer masih menjadi persoalan laten tentang ijin
lokasi pemanfaatan, mengingat peruntukan wilayah dari dua
otoritas legal tersebut mempunyai prasyarata yang tidak sama.
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta No.1/2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030, dan
kewenangan KAKS sebagai turunan dari Pemda DKI
akan mengembangkan wilayah tersebut sebagai kegiatan
perekonomian berbasis perikanan sea farming; yang berbasis
marikultur intensif dan padat modal(Rudiyanto, 2011). Hal
ini merupakan dukungan politik eksplisit dari pemerintah
setempat. Tetapi hal ini akan besinggungan dengan
peruntukan zonasi pemukiman dalam otoritas Balai TNKS
yang hanya mengijinkan untuk pengembangan budidaya laut
(marikultur) tradisional, wisata dan penelitian. Persoalan
ini juga berimplikasi pada perijinan, dimana klaim TNKS,
untuk memasuki wilayah taman nasional harus mempunyai
ijin masuk yang merupakan kewenangannya dan Pemerintah
KAKS juga mengajukan klain yang sama.

Mengingat bahwa KAKS tidak mempunyai legislative daerah,
maka representasi politik dari masyarakat lokal terefleksikan
oleh masyarakat di Keluarahan P Panggang dalam bentuk
beberapa kelompok kelembagaan lokal baik formal maupun
informal. Inti legalitas berasal dari kelompok kelembagaan
internal lokal seperti pemerintah Kel. P Panggang, nelayan,
kelompok sea farming, kelompok area perlindungan laut
(APL). Namun dukungan dari kelembagaan eksternal seperti
PKSPL-IPB (sebagai insiator sea farming) dan Yayasan
Terangi akan menambah bobot dukungan. Sehingga disamping
dukungan politik dari kelembagaan formal seperti KAKS,
Balai TNKS juga perlu dari kelembagaan formal dan informal
lokal baik internal maupun eksternal. Hal ini menjadi sangat
penting, terutama terkait dengan kebutuhan dasar tentang
kepastian spasial yaitu demarcated fishing/use right, sebagai
prasyarat dasar sea ranching serta posisinya dalam konstelasi
pola ruang pesisir. Untuk itu diperlukan komunikasi yang
baik (Hoffman, 2009). Dukungan politik ini juga menjadi
representasi dukungan pemerintah sebagai dukungan dari
luar (Pinkertoner al., 2014; Caspersen, 2015) yang mampu
menggalang aliansi, jaringan isu dan serta jalan bagi akses
pada kekuatan yang beragam sehingga mendorong terjadinya
rasa percaya (trust) antara nelayan dan pemerintah (de Vos dan
van Tatenhove, 2011).

Ilmiah/saintifik

Pengembangan kelembagaan sea-ranchingdi P Semak Daun
harus didasarkan pada analisis obyektif sesuai rasionalitas,
alasan (reason) dan keadilan (Jentoft, 2000), bukan hanya
normatif-subyektif karena adanya kepentingan tertentu.
Sehingga bukan hanya pronesis, tetapifaktor saintifik
(episteme) juga perlu menjadi landasan. Penggunaan analisis
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saintifik dalam hal ini dapat dilakukan untuk meyakinkan,
menunjukan, membuat kejutan atau menambahkan pengetahun
pemangku kepentingan (Krott, 2012).

Menurut Kurnia (2011), perikanan tangkap di area sea
ranching khususnya spesies kerapu telah mengalami tangkap
lebih rekrutmen. Untuk bertahan, nelayan lokal harus
melakukan penangkapan yang lebih jauh dan membutuhkan
biaya operasional yang lebih tinggi. Hal ini sulit bagi nelayan
pesisir seperti di Kelurahan P Panggang, dimana modal
menjadi permasalahan krusial. Dukungan saintifik ini akan
membantu memberikan informasi penting tarkait efisiensi
sea-ranching (Withmarsh, 2001), seperti spesies yang dipilih,
kondisi lingkungan laut, teknologi produksi induk dan pola
atau metode penangkapan kembali.

Kurnia (2012) menyarankan ikan kerapu macan sebagai
komoditas sea ranchingkarena sesuai kondisi habitat yang
berkarang dan ikan tersebut mempunyai ruaya yang terbatas.
Analisis simulasi restockingyang didasarkan pada perhitungan
daya dukung habitat ikan berbasis produktivitas primer perairan
seluas 311 ha yang cocok bagi kegiatan sea ranching. Simulasi
dilakukan dengan beragam ukuran benih kerapu macan yaitu
11 ukuran panjang (10-20 cm), jumlah tebar bervariasi dari
6.700 -1.300 ekor dan asumsi tingkat mortalitas tangkapan
dari 0,10-0,60. Hasil simulasi menghasilkan kondisi optimal
terjadi dengan ukuran panjang benih 17 cm, pada padat tebar
2.000 ekor, mortalitas tangkapan 0.4 dan hasil tangkapan
529.45 kg.

Perlu menjadi catatan bahwa waktu yang dibutuhkan dari
ukuran 17 cm sampai ukuran komersial 0.5 kg (panjang 33
cm) adalah 9 bulan. Disarankan 12 bulan pertama adalah close
season penangkapan. Setelah itu dengan pola tebar yang sama
setiap bulan, maka dapat dilakukan panen harian (Kurnia,
2012). Informasi ini menjadi hal yang sangat elementer
bagi penyusunan regulasi dalam domain kelembagaan sea
ranching, termasuk sistem ekslusinya yang diakui oleh
otoritas legal pada hirarki keputusan yang lebih tinggi.
Seperti siapa yang scharusnya menjadi bagian sistem sea
ranching, apa alternative mata pencaharian pada saat closes
season pertama, bagaiman pengaturan penangkapan maupun
hal teknis lainnya. Sehingga sea ranching mempunyai kadar
legitimasi kelembagaan saintifik yang shahih dan manjadi
dasar rancangan siapa yang akan terlibat, berapa orang dan apa
yang boleh dan tidak boleh dilakukan dilokasi sea ranching
sebagai demarcated use/fishing right.

Regulatif

Legitimasi kelembagaan dalam perspektif legal atau sosial
politik (Jentoft, 2000; Rao, 1994) bekaitan dengan kerangka
legal-struktural yang salah satunya adalah terkait dengan
kerangka regulasi pemerintah. Kesenjangan antara regulasi
yang tertulis dan tatalaksana yang dijalankan, menjadi
tantangan utama bagi legitimasi sistem (regulasi)(Raitio dan
Harkki, 2015).Jentoft (2006) berdasarkan pertanyaan dasar
dari Flyvberg mendapatkan bahwa pengelolaan perikanan
sesungguhnya menyangkut aspek normatif-politik, saintifik,
teknik dan gabungan dari ketiganya. Regulasi pemerintah
secara ideal merupakan keputusan politik pemerintah lokal
berdasar masukan saintifik yang menunjuang harapan
masyarakat lokal.

Legitimasi kelembagaan sea ranching harus sesuai dengan
regulasi, baik secara internal maupun eksternal. Dari sisi
eksternal, regulasi otoritas legal lokal harus mendukung

sesuai Design Principles (Ostrom, 1999), dan regulasi harus
membangun kepercayaan (#rust) antara pemerintah dan pelaku
industri (de Vos dan van Tatenhove, 2011). Mengingat adanya
otoritas legal ganda yang mempunyai klaim terhadap area ini
(KAKS dan TNKS), maka sea ranching tidak boleh bersifat
kompromistis terhadap salah satu dari otoritas tersebut.
Karena akan berpengaruh pada legitimasi eksternal (Jentoft,
2000; Caspersen, 2015).

Pada sisi internal, regulasi tersebut harus menjadi kesepakatan
normatif  untuk mendorong kepatuhan (Weber dalam
Jentoft,2000) agar harapan adanya kelembagaan pengelolaan
sea ranching dapat tercapai. Mengingat implementasi sea
ranchingakan membutuhkan perubahan rejim pengelolaan
perikanan tangkap menjadi perikanan tangkap yang diatur
(regulated fisheries)bukan lagi akses terbuka (Taryono et
al., 2016). Sehingga legitimasi secara regulatif mencakup
perspektif sosial politik maupun kognitif (Rao, 1994). Poin
penting pada regulasi internal untuk mencapai legitimasi
internal (Jentoft, 2000) adalah pengambilan keputusan
(choice) baik keputusan kolektif (collective choice) maupun
keputusan operasional (operational choice) (Ostrom, 1999;
Rudd, 2004), dan mampu meminimalkan biaya biaya transaksi
(North, 1994) pada tingkat anggota maupun dalam kontek
wilayah perairan yang lebih luas. Pada sisi ini penting untuk
menentukan representasi yang refleksikan oleh partisipasi
peserta (eligible party) maupun prosesnya (Jentoft, 2000).
Pada sisi regulatif ini, otoritas kewilayahan perlu diidentifikasi
dengan cermat dan tepat, karena berpotensi menimbulkan
konflik, terutama konflik kewenangan (Hasim ez al., 2013)
antar kelembagaan formal, serta potensi ledakan kekecewaan
internal (Schultz, 2015).

Kelembagaan sea ranching harus menentukan perwakilan
yang merepresentasikan kepentingan anggota pada tingkat
keputusan kolektif dan menentukan siapa yang menegakan
keputusan tersebut seperti pengawasan, penerapan sanksi
dan pertanggungjawaban pada tingkat keputusan operasioanl
(Ostrom, 1999; Rudd, 2004). Bila anggota merasa tidak
terwakili maka akan menentang, karena persepsi mereka
pada tingkat legitimasi (Madrigal-Ballestero et a/.,2013) dan
bisa dihitung sebagai biaya legitimasi (Bengoechea et al,
2015). Pada tingkat kolektif harus menentukan apa yang akan
diatur, aturan apa, dan cara-cara penegakannya yang dapat
dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung kepatuhan
(Schultz, 2015). Sedangkan pada tingkat operasional
mencakup bagaimana proses melaksanakan regulasi yang
dapat dipertanggungjawabkan. Pada titik ini harus dibangun
rules-in-use (Ostrom, 1999; Rudd, 2004) untuk mendukung
kelembagaan yang kuat. Regulasi ini akan menentukan
siapa yang terlibat, manfaat apa, berapa kali stocking, berapa
jumlahnya dan kapan akan dilakukan penangkapan, jenis apa
alat tangkap apa.

Moralitas

Pada akhirnya legitimasi adalah otoritas untuk mengadopsi
keputusan yang mengikat secara kolektif (Scharpf, 1998
dalam Wang dan Ching, 2013) menjadi kewajiban moral
untuk dipatuhi. Hal ini karena pada legitimasi input (Wang
dan Ching, 2013), harus melalui prosedur yang menjamin
hak politis anggota menjadi bagian dari proses pengambilan
keputusan. Sehingga begitu keputusan diambil, maka semua
harus patuh. Hal ini merupakan prasyarat pernyataan Jentoft
(2000) bahwa kelembagaan sebagai sebuah premis bukan
sebagai luaran.
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Secara empiris, moral mempunyai peran penting untuk
melegitimasi atau mendelegitimasi praktek perburuan di
Eropa dan Afrika dan dapat menjadi diskursus pengelolaan
sumberdaya (Fischer ef al., 2013). Kelembagaan sea ranching
harus sesuai dan menjadi rujukan moral anggota (internal
legitimacy), sesuai dengan North (1994) yang menyatakan
kelembagaan sebagai batasan (constraint) baik batasan formal
(aturan, hukum, undang-undang) maupun batasan informal
(norma perilaku, kebiasaan, kode etik) sebagai insentif
masyarakat. Artinya bahwa kelembagaan sea ranching
harus mendorong masyarakat melaksanakan atau menjauhi
kesepakatan, dan membangun mental (mental constructs) atau
model rujukan (subjective model) (Wang dan Ching, 2013).
Dalam konteks ini, awig-awig di Bali bisa menunjukan efektif
bagi nelayan lokal dibading nelayan pendatang (Widyastini
dan Dharmawan, 2013), karena diduga kuatnya ikatan nilai
moral bagi nelayan lokal dibanding pendatang.

Secara eksplisit, kelembagaan sea ranching harus menjadi
rujukan moral bagi legitimasi internal anggotanya. Karena
yang membangun kesepakatan sesuai dengan partisipasi yang
syah (Jentoft, 2000) adalah anggota.Partisipasi bukan hanya
untuk mendapatkan akses (Coulthard, 2011), tetapi untuk
membangun rujukan moral internal. Sedangkan rujukan moral
bagi masyarakat diluar anggota sea ranching adalah keputusan
politik yang menjadi regulasi otoritas yang lebih tinggi dari
sea ranching.

Dalam persepsi moral, kelembagaan sea ranching harus bisa
menunjukan adanya insentif normatif (Wang dan Ching,
2013), yang menjadi premis (Jentoft, 2000) dan sekaligus
mendorong kewajiban moral untuk mematuhinya. Hal ini
bermakna jauh lebih mendalam dibandingkan dengan aturan,
dimana aturan cenderung bersifat insentif secara ekonomis
(North, 1994). Karena menurut berdasar hipotesis ekonomis,
kepatuhan nelayan pada aturan sebenarnya didasarkan pada
nilai ekonomi yang diperoleh (Jaggers et al., 2013) dari
melanggar aturan dibandingkan dengan resiko untuk diketahui
(tertangkap) (Nielsen, 2003). Sehingga perlu menjadikan
aturan dalam sea ranching sebagai representasi dari proses-
proses politik dan bersifat struktural, menjadi bagian dari
sistem moral yang diadopsi masyarakat. Pelanggaran terhadap
kesepakatan dalam kelembagaan sea ranching, harus didorong
bukan hanya secara struktural melanggar aturan atau regulasi
yang cenderung bersifat ekonomis (karena memperhitung
untung dan rugi), tetapi sekaligus menjadi pelanggaran norma
dan moral. Sehingga, pelanggaran ini secara sosiologis akan
mengusik persoalan pribadi yang lebih mendalam (integritas,
prestige), bukan hanya kepentingan ekonomis.Pelanggaran
atas rules-in-use yang disepakati dalam sea ranching mulai
dari aturan tata batas (boundary rules) sampai dengan
aturan pelingkupan (scoping rules), harus didorong menjadi
kelembagaan yang melekat menjadi kualitas moral yang
buruk.

Pilar Kelembagaan

Persoalan legitimasi baik politik, saintifik, regulasi dan moral;
memerlukan instrumen tata kelola kelembagaan (Scott, 1995).
Instrumen ini merupakan pilar kelembagaan yang harus dilihat
sebagai faktor yang mendukung kemantapan kelembagaan
yang esensial mencakup aturan (rules), norma (norms) dan
pengetahuan (konwledge) (Scott,1995) atau regulatif, normatif
dan kognisi (Jentoft, 2004).

Pada pilar regulatif, kelembagaan harus dilihat secara utuh
menjadi proses, bentuk dan isinya. Bagaiman proses regulasi

dihasilkan, siapa yang berhak, dalam bentuk apa dan apa saja
aturan tersebut menjadi perhatian yang sangat kuat dalam
kelembagan sea ranching. Secara praktis, bisa digunakan
pendekatan tingkatan keputusan mulai dari keputusan kolektif
dan keputusan operasional (Ostrom,1999; Rudd, 2004). Namun
penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat tidak akan
cukup tanpa dikuti oleh pembentukan otoritas dan hak legal
yang tepat (Ratner, 2006). Bila pilar regulatif ini kuat, maka
kelembagaan cenderung kuat (robust) dan legitimatif. Regulasi
sea ranching disamping pengaturan juga merumuskan sanksi
dan pengawasan yang akan diberikan, karena tingginya relasi
antara sanksi dan kepatuhan Karper dan Lopes (2014), dimana
pengawasan dan sanksi akan meningkatkan kepatuhan.

Pilar normatif dalam sea-ranching, merupakan panduan
perilaku kolektif yang bukan hanya perhitungan biaya-
manfaat, tetapi menjadi standar perilaku dan nilai bagi seluruh
anggota. Sehingga kepatuhan menjadi batas etis tidak etis
untuk dilakukan (Jentoft, 2004), dan menyangkut dimensi
yang luas mulai dari religi sampai rujukan pembenaran.
Karena kelembagaan bukan hanya diukur dengan performa
instrumennya, tetapi juga oleh nilai-nilai moralnya. Ketika
persepsi regulatif sudah tertransformasikan dalam persepsi
normatif, maka penegakan peraturan bukan lagi persoalan
individual tetapi menjadi bagian dari kebutuhan kolektif.

Seringkali bahwa pelanggaran dilakukan oleh nelayan, bukan
karean kemauan untuk melanggar walaupun tahu adanya
larangan; tetapi dimungkinkan karena ketidaktahuannya.
Hal ini menyebabkan bahwa disamping pilar regulatif dan
normatif, juga memerlukan pilar pengetahuan atau mentalitas
(kognisi). Proses meningkatkan kapasitas pemahaman
sebagai langkah awal penyadaran menjadi sangat penting,
yang membingkai keseluruhan elemen kelembagaan baik
politis, saintifik, regulative maupun moralitas. Sechingga,
ketika seorang anggota nelayan terlibat dalam proses-proses
tersebut telah didasari oleh kesadaran yang ditimbulkan oleh
pemahamannya.Oleh karenanya proses-proses edukasi melalui
penyuluhan, kursus, kampanye masyarakat dan kegiatan
lain yang bertujuan sama perlu dilakukan. Kegagalan dalam
membangun pemahaman ini dapat juga berimbas pada konflik
pemaknaan (Hasim ez al, 2013) terutama tentang wilayah
perairan yang terdemarkasi (demarcated area).

Pengetahuan tentang konsep sea ranching (lepas-tumbuh-
tangkap) yang sangat tergantung pada kondisi lingkungan
(tanpa pakan), proses panen/penangkapan yang harus terencana
(jumlah, waktu dan alat) serta kebutuhan aksi bersama,
menjadi poin-poin yang harus selalu disebarkan kepada
nelayan anggota (Anand dan Saundarapadian, 2010). Karena
media yang bersifat continuum, maka pengaruh satu aktivitas
secara simultan akan berpengaruh pada ckosistem dalam
sea ranching keseluruhan, sehingga menambah kebutuhan
untuk selalu meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan
kerentanan sistem sea-ranching. Namun optimisme akan
keberhasilan sea ranching sebagai kesepakatan normatif usaha
peningkatan kesejahteraan bersama juga tetap disebarkan
sebagai insentif sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi sea ranching di P Semak Daun, membutuhkan
kepastian spasial yang kuat dan kelembagaan yang legitimatif.

Kepastian spasial diperlukan untuk memastikan berfungsinya
demarcated fishing/use right, yang merubah rejim pemanfaatan
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dari akses terbuka menjadi akses terbatas atau tertutup. Untuk
itu diperlukan kelembagaan yang legitimatif, baik secara
internal maupun eksternal dan formal maupun informal.

Saran

Dalam perspektif legitimasi, kelembagaan sea ranching harus
sesuai dan berdasarkan pada aspek legal yang kuat, tetapi
tetap harus memenuhi aspek moralitas yang didukung oleh
legitimasi ilmiah dan keterwakilannya. Untuk mendukung
legitimasinya, kelembagaan sea ranching harus mendapatkan
legitimasi politik dari dua otoritas otoritas legal yang berada di
lokasi (KAKS dan Balai TNKS) untuk menghindari persoalan
legitimasi yang laten. Intermediasi dari lembaga eksternal
yang dianggap netral dapat dilakukan untuk membangun
komunikasi yang baik. Dalam membangun regulasi untuk
kepentingan pengelolaan sea ranching (untuk kepentingan
internal maupun eksternal) input ilmiah menjadi pijakan yang
fundamental. Agar memberikan landasan rasionalitas, alasan
yang masuk akal dan memenuhi unsur keadilan. Regulasi yang
direpresentasikan oleh rules-in-use harus menjadi insentif
normatif, bukan hanya insentif struktural/ekonomis. Sehingga
diperlukan usaha untuk melembagakan kelembagaan (aturan)
menjadi norma rujukan masyarakat dalam bentuk nilai dan
moralitas.

Pengembangan kelembagaan sea ranching harus diikuti
dengan penguatan pilar kelembagaan dalam bentuk aturan
yang mempunyai legitimasi internal kuat dan mendapatkan
dukungan dari otoritas diatasnya, menjadi norma yang
diterima oleh masyarakat dan adanya kapasitas kognitif
masyarakat yang cukup. Atas dasar pemikiran ini, diharapkan
kelembagaan pengelola sea ranching mempunyai legitimasi
yang kuat yang dicirikan mempunyai kewenangan dan
kapasitas mengatur, diharapakan dan dianggap benar atau
tepat oleh anggotanya.
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